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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai 

dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan hanya 

dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong 

untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di 

atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan 

pemberdayaan.
1
 

Popularitas istilah pemberdayaan ternyata tidak sebanding dengan 

realisasinya. Pemberdayaan masyarakat tidak semudah seperti membalikkan telapak 

tangan. Kegiatan pemberdayaan bukan sekedar membangun sesuatu, memberikan 

pelatihan keterampilan, melakukan pendampingan, memberikan sumbangan/hadiah, 

atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan merupakan upaya menjadikan 

masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bentuk 

pemberdayaan perlu sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan  masyarakat 

setempat. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau 

masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah. Kelemahan dalam berbagai 

aspek tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.  
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Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana 

(discourse) publik dan bahkan sering kali dijadikan kata kunci (key word) bagi 

kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat.
2
 Paradigma pemberdayaan 

adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada 

rakyat sebagai suatu proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat yang 

berakar dari bawah.
3
  

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang mulia. Pada tahapan ini 

masyarakat yang sudah berdaya membantu sesamanya yang tertinggal dan belum 

berdaya. Namun kompleksitas karakteristik masyarakat, terutama masyarakat yang 

belum berdaya tersebut, serta tuntutan perubahan zaman yang begitu pesat, 

merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi siapapun yang akan melakukan 

pemberdayaan masyarakat. Agen pemberdayaan juga perlu memiliki kemauan, 

keikhlasan, kemampuan, dan kesabaran yang kuat dalam mengubah perilaku 

masyarakat tersebut.
4
 

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, 

tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan 

masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi 

perlu dilakukan secara holistic yang menyangkut aspek kehidupan manusia seperti 

                                                             
2
 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi 

Pembangunan Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 95  
3
 Alfitri, Community Development; Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

h. 21  
4
 Ibid, h. 3 



3 
 

 
 

kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan 

kualitas kehidupannya. 

Menurut Chamber, individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang 

seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh 

karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang luar yang 

bertugas memberdayakan adalah kalangan petugas pembangunan baik formal 

maupun non formal. Tugas pelaku pemberdayaan tersebut adalah  mendorong dan 

menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan  perilaku  

menuju kearah kemandirian (berdaya).
5
 

Dalam perspektif Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal 

ini sejalan dengan paradigma Islam itu sendiri sebagai agama gerakan atau 

perubahan.
6
 Dalam konteks Indonesia, masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas 

bangsa masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan sesama 

umat manusia dari negara-negara lain. Fakta ini menuntut adanya upaya-upaya 

pemberdayaan yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat Islam 

yang berkualitas.
7
 

Islam sebagai Ad-Diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang 

berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan 
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kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu cara menanggulangi 

kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan 

mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat dapat berfungsi 

sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya 

pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada 

orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan 

ekonomi ummat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran 

dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal 

usaha. 

Menurut M. Syafi’i Antonio, sekitar pertengahan 1990-an, di Indonesia 

muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki 

jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. 

Pemerintah pun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

Lembaga-lembaga zakat pun semakin banyak bermunculan. Manajemen dan jaringan 

lembaga-lembaga itu diperbaiki dan semakin baik sehingga dapat menjadi suatu 

gerakan tersendiri dalam pemberdayaan ekonomi  ummat.
8
 

Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini sangat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat yang sedang kesusahan. LAZ berupaya sedemikian rupa membantu  

kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program 
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pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan.
9
 Beragam program dilaksanakan dengan 

sumber pendanaan dari zakat. Sesungguhnya tidak LAZ saja yang berperan mengatasi 

problem kemiskinan di Indonesia, terdapat juga BAZDA, BAZNAS dan juga  

LAZIS. 

Zakat adalah kewajiban agama yang dibebankan atas harta  kekayaan setiap 

muslim menurut aturan  tertentu.
10

 Ketika sudah sampai nisab, kewajiban tersebut 

harus dilaksanakan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam bahkan merupakan 

rukun kemasyarakatan yang paling nampak diantara semua rukun-rukun Islam sebab 

didalam zakat terdapat hak orang lain yang terpikul pada setiap pundak individu.
11

 

Zakat dapat dijadikan dana untuk peningkatan eksistensi ummat. Orang-orang 

miskin adalah  salah satu golongan yang  harus mendapat  bagian dalam upaya 

peningkatan tersebut. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT: 

                  

Artinya: “…dan apabila harta-harta mereka ada hak orang miskin yang 

meminta dan orang miskin  yang tidak dapat bagian…”(Q.S Adz-

Dzariyaat:19).
12

 

 

 Ayat di atas mengajarkan terselenggaranya pemberian hak dari golongan 

mampu kepada golongan tidak mampu dengan tujuan agar terjadinya perubahan 

                                                             
9
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sosial secara ekonomi bagi golongan tidak mampu, agar tidak terjadi kesenjangan di 

antara kedua golongan tersebut. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-

ekonomi dari lima rukun Islam. Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan 

“ibadat” karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya 

merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam. 

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang tidak hanya berdimensi ibadah 

formal, tetapi juga berdimensi mu'amalat sosial. Dikatakan berdimensi ibadat formal, 

karena zakat merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya yang telah ditentukan ukuran 

dan syarat-syaratnya. Dikatakan berdimensi sosial, karena zakat dapat menjalin 

hubungan baik antara orang kaya dan orang miskin. Bila zakat ditunaikan 

dengan benar, akan menambah keimanan dan mensucikan hati pelakunya dari sifat 

kikir dan terlalu cinta pada harta, inilah dimensi ibadat formal dari zakat. Dimensi 

sosialnya adalah bila zakat dikelola secara profesional, akan dapat mengentaskan 

kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai salah satu instrumen 

pemberdayaan ekonomi umat.
13

 

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung 

peningkatan ekonomi apabila digunakan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan 

zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang 

cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan 
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kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya 

perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. 

Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai 

modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin 

dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana 

zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan 

usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk 

menabung. 

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan 

Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat lainnya, sebagai organisasi yang 

terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. 

Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan juga mendampingi, 

memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar 

dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat memperoleh pendapatan yang layak 

dan mandiri. 

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional seperti yang berada di Kabupaten 

Kampar merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan 

pemberdayaan ekonomi ummat. Kehadiran BAZNAS Kabupaten Kampar diharapkan 

dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat melalui dana zakat. Sebagaimana 

BAZNAS di tempat-tempat lainnya, BAZNAS ini dimaksudkan sebagai wadah 

pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam 
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rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi ummat Islam 

dalam pembangunan nasional.  

Pada tahun 2015 Baznas Kabupaten Kampar telah menyalurkan zakat kepada 

1.255 orang mustahiq, dengan rincian zakat reguler produktif sebanyak 380, zakat 

reguler konsumtif sebanyak 537 orang mustahiq. Zakat produktif BAZ Provinsi Riau 

melalui kerjasama Baznas Kabupaten Kampar tahun 2015 sebanyak 29 orang. 

Bantuan Zakat insidentil/tanggap darurat sebanyak 309 orang mustahiq, dengan 

saluran dana zakat sebanyak Rp. 4.513.061.228.
14

 

Mustahiq insidential/tanggap darurat merupakan mustahiq yang  bantuannya 

langsung ditanggapi secara cepat berdasarkan informasi/permohonan yang masuk, 

diantaranya pasien yang membutuhkan perawatan dan biaya berobat, untuk biaya 

pendidikan pelajar yang kurang mampu dan  mempunyai  hutang di sekolah, rumah 

terbakar, dan lain-lain yang kesemuanya ditanggapi secara cepat disurvey dan 

verifikasi oleh tim khusus yang ditunjuk.
15

 

Adapun yang menjadi kriteria mustahiq  yang menerima zakat di Baznas Kab. 

Kampar adalah berada pada wilayah yang ditetapkan, diutamakan yang belum 

memperoleh zakat dari BAZNAS Kabupaten Kampar, termasuk salah satu dari asnaf, 

(fakir, miskin, mualaf, gharim, firriqab, fisabilillah, ibnu sabil), tidak mempunyai 

mata pencaharian yang mencukupi kebutuhan hidup (nafkah) yang menanggung dan 
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menjaminnya tidak ada, tidak mampu bekerja karena kondisi jompo, cacat 

tetap/uzur/tua, diutamakan yang mempunyai beban tanggungan.
16

 

Baznas Kabupaten Kampar menyalurkan dana zakat untuk kegiatan produktif 

sebagai bantuan modal usaha bagi penerimanya. Dengan bantuan modal yang 

diberikan, diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa 

meningkatkan pendapatan mereka. Adapun jenis-jenis usaha yang dijalankan 

mustahiq yaitu, usaha bibit kebun jeruk, usaha tani keramba ikan, usaha pembuatan 

ikan salai, usaha pembuatan kerupuk, usaha kebun cabe dan sayur, usaha nasi 

ampera, usaha loundry, usaha gilingan cabe, usaha ternak kambing, usaha ternak sapi, 

ternak ayam, usaha jahit dan bordir, usaha warung harian, dan usaha pangkas 

rambut.
17

 

Sejauh penulis melakukan pengamatan terhadap proses pemberdayaan 

ekonomi orang miskin yang dilakukan oleh Baznas Kab. Kampar melalui dana zakat, 

ditemukan adanya suatu permasalahan yang memungkinkan terjadinya ketimpangan 

dari harapan yang diinginkan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Adapun 

permasalahan tersebut yaitu masih ditemukannya mustahiq produktif yang belum 

mampu mandiri terhadap kehidupannya terutama dalam hal ekonomi keluarga. 

Usaha-usaha yang diberikan ada yang berkembang, ada yang tidak mengalami 

                                                             
16

 Ibid, h. 8 
17

 Dokumentasi Laporan Tahunan Baznas Kab. Kampar, 2015, h.14 



10 
 

 
 

peningkatan, bahkan ada yang bangkrut setelah sempat beberapa waktu berjalan dan 

mendapat keuntungan yang tergolong rendah.
18

  

Selain itu, juga ditemukan adanya orang miskin di Kabupaten Kampar yang 

merasa nyaman karena telah dimanjakan dengan pemberian bantuan oleh pihak 

Baznas. Hal ini diungkapkan oleh Hendri Meyeldi, bahwa ada anggota masyarakat 

yang meminta bantuan dari dana zakat tersebut berulang kali.
19

 Pola fikir seperti itu 

menyebabkan manusia tetap hidup dalam lingkup kemiskinan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, penulis bermaksud mengkaji 

masalah ini dengan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat Oleh Baznas 

Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di  atas, 

pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin oleh Baznas Kabupaten Kampar. 

Agar masalah tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan mudah, perlu 

dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar mengenai “Bagaimana 

Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Dana Zakat oleh 

BAZNAS  Kab.Kampar ?” 
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2. Batasan Masalah 

Banyak hal yang dapat dibahas mengenai proses pemberdayaan 

ekonomi orang miskin melalui dana zakat. Agar penelitian ini tidak melebar 

dan meluas, penulis  memberikan batasan sebagai berikut: 

a. Proses penyadaran masyarakat miskin dalam memberdayakan ekonomi 

melalui dana zakat  oleh Baznas Kab. Kampar  

b. Proses pengkapasitasan masyarakat miskin dalam memberdayakan 

ekonomi melalui dana zakat  oleh Baznas Kab. Kampar  

c. Proses pendayaan masyarakat miskin dalam memberdayakan ekonomi 

melalui dana zakat  oleh Baznas Kab. Kampar  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis proses penyadaran masyarakat miskin dalam 

memberdayakan ekonomi melalui dana zakat  oleh Baznas Kab. Kampar  

b. Untuk menganalisis proses pengkapasitasan masyarakat miskin dalam 

memberdayakan ekonomi melalui dana zakat  oleh Baznas Kab. Kampar  

c. Untuk menganalisis proses pendayaan masyarakat miskin dalam 

memberdayakan ekonomi melalui dana zakat  oleh Baznas Kab. Kampar  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademik, dengan mengungkapkan proses pemberdayaan 

ekonomi masyarakat miskin melalui dana zakat oleh Baznas Kab. 

Kampar, dapat diketahui sejauhmana proses pemberdayaan yang 
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dilakukan oleh Baznas Kampar dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat miskin melalui dana zakat di Kab. Kampar  sesuai dengan 

konsep-konsep pemberdayaan. 

b. Kegunaan praktis, kajian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, 

pemerintah daerah, lembaga-lembaga amil zakat, serta berbagai pihak 

yang berkaitan yang tertarik tentang isu-isu pemberdayaan ekonomi 

masyarakat miskin melalui dana zakat. 

 

D. Definisi Operasional 

Sehubungan dengan adanya  kata-kata pada judul yang mengandung multi 

makna atau dengan kata lain bermakna ganda, penulis perlu menjelaskan konsep 

beberapa kata kunci dalam tulisan ini: 

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk membangun daya masyarakat 

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Hal ini dilakukan agar 

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, antara lain dalam hal 

sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
20

 Pemberdayaan yang dimaksud 

dalam  penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Baznas agar mustahiq mampu 

mandiri secara ekonomi. Adapun usaha-usaha yang penulis maksud adalah usaha 

dalam proses pemberdayaan meliputi tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran, tahap 

pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya 
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 Lihat Mubyarto, Membangun System Ekonomi, (Yogyakarta : BPFE),2002, cet. Ke-1, h.26  
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untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam 

kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat.  

Masyarakat miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat 

miskin di Kabupaten Kampar yang mendapatkan bantuan dana zakat dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi. Dengan kata lain, masyarakat miskin yang mendapat 

penyadaran/penyuluhan, pelatihan, dan bantuan dana di Baznas Kampar dalam 

rangka pemberdayaan ekonomi. Penetapan kriterianya yaitu, berada pada wilayah 

yang ditetapkan, diutamakan yang belum memperoleh zakat dari BAZNAS 

Kabupaten Kampar, termasuk salah satu dari asnaf, (fakir, miskin, mualaf, gharim, 

firriqab, fisabilillah, ibnu sabil), tidak mempunyai mata pencaharian yang mencukupi 

kebutuhan hidup (nafkah) yang menanggung dan menjaminnya tidak ada, tidak 

mampu bekerja karena kondisi jompo, cacat tetap/uzur/tua, diutamakan yang 

mempunyai beban tanggungan.
21

 

Masyarakat miskin biasanya digambarkan sebagai gejala kekurangan 

pendapatan  untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota 

masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan  jika pendapatan kelompok 
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 Lihat Dokumentasi Laporan Tahunan Baznas Kab. Kampar tahun 2015, h.9 
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anggota masyarakat  ini tidak cukup memenuhi kebutuhan  hidup yang paling pokok 

seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
22

  

Dana zakat merupakan dana yang dikumpulkan oleh Baznas dari muzakki, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini Baznas Kampar 

mengumpulkan dana zakat tersebut melalui muzakki dan setoran dari UPZ masing-

masing instansi. 

E. Kajian Kepustakaan 

Penelitian  yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini telah 

banyak, diantaranya penelitian yang disusun oleh Nurul Fajriah dengan judul “Pola 

Pendistribusian Dana Zakat pada Amil Zakat Daerah Kota Pekanbaru dalam Upaya 

Meningkatkan Mutu Pendidikan”, skripsi  ini disusun oleh mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2006, berisi tentang pola pendistribusian dana zakat 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di kota Pekanbaru serta faktor pendukung 

dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Pekanbaru.
23

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh Saifulloh mengenai “Pengelolaan 

Zakat  Dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah Zakat Kota 

Semarang). Adapun  hasil penelitian  tersebut menyebutkan bahwa LAZ Rumah 

Zakat Kota Semarang dalam hal pengelolaan dana zakat telah melakukan proses 

                                                             
22

Sajogyo dan Pujiwaty, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press)1996, h.141  
23

 Nurul Fajriah, Pola Pendistribusian Dana Zakat Pada Amil Zakat Daerah Kota Pekanbaru 

dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

Dan Komunikasi, UIN Suska Riau, 2006. Tidak diterbitkan. 
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pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan menghasilkan dua model 

pemanfaatan,  yaitu model konsumtif dan model produktif.
24

 

Penelitian yang dilakukan oleh Neti Herawati, dengan judul “ Upaya Badan 

Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kampar Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat”. 

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam mengoptimalkan 

penerimaan zakat Bazda Kampar melakukan berbagai cara, seperti mengadakan 

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi tersebut 

bersifat himbauan dan informasi tentang kadar harta yang wajjib dizakatkan serta 

arahan untuk berzakat. Selain itu Bazda juga mengadakan kerjasama dengan pihak 

pemerintah dan swasta dengan membentuk UPZ disetiap dinas/instansi tersebut. 

Media lain yang juga  digunakan Bazda berupa media tulis seperti buku, brosur, dan 

majalah-majalah yang berisikan informasi tentang zakat. Untuk meningkatkan 

kualitas kerja Bazda Kampar juga mengadakan pelatihan/kursus serta  penataran.
25

 

Penelitian Nurul Fajriah, menitikberatkan pada pola pendistribusian dana 

zakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kemudian penelitian Saifulloh 

terfokus pada pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat oleh LAZ Kota 

Semarang. Selanjutnya penelitian Neti Herawati membahas mengenai upaya yang 

dilakukan BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat. 

                                                             
24

 Saifulloh, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Rumah 

Zakat Kota Semarang)” Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang, 2012. Tidak diterbitkan. 
25

 Neti Herawati, Upaya Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar Dalam Mengoptimalkan 

Penerimaan Zakat, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA 

RIAU, 2011. Tidak diterbitkan. 
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Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis mencoba 

memaparkan dan mengagali lebih dalam bagaimana proses pemberdayaan ekonomi 

orang miskin melalui dana zakat oleh Baznas Kab. Kampar. Adapun proses 

pemberdayaan tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap “penyadaran”, 

“pengkapasitasan”, dan tahap “pendayaan”. Penulis ingin mengakaji apakah ketiga 

tahapan tersebut telah diterapkan oleh Baznas Kab. Kampar dalam pemberdayaan  

ekonomi orang miskin di  Kab. Kampar. 

 

 

 

 


